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ABSTRAK

HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP
ISTRI DAN ANAK DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Tahun 1974
ai di Indonesia

Kawlifan berdasarkan
w at Nikah. Dalam
perkawinan siri
ikarenakan tidak
Penulis meneliti
mengenai awina 3 : 3
Kecamatan i3 ai ek : pada skripsi penulis
adalah nor / A um yang terdapat
dalam peratuigé . ngan ya ) or 1 Tahun 1974
tentang pe : untuk pendekatan

empiris ya ang terjadi dalam
masyarakat. - an Damai, beliau
mengatakan ﬁ arpoyan Damai di
faktor sepert ih di bawah umur,

poligami. Se
faktor faktor
Adanya perka

enulis mendapatkan
eh suami terdahulu.
adap istri dan anak

.'.' Aﬁ
4

Bagi istri akanSene IE tbephigk atas nafkah suami,
bukanlah merupad arke goadika terjadi permasalahan

suami dapat denge eplif; perkawinan yang dilalui

astian | M akan kekerasan dalam rumah
tangga. Istri pun tidak Berag Q A ‘-]m* perceraian. Untuk anak, akan
menimbulkan konsekuens * E'Jmn' perkawinan siri bukanlah anak sah
atau dianggap anak di luar nike & bukanlah ayah sah di mata Negara.
Dengan kata lain, anak akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. Seperti
tidak adanya nama ayah dalam akta kelahiran anak, maupun dalam dokumen-—
dokumen Negara atas nama anak tersebut. Anak juga tidak berhak atas warisan, serta
nafkah dari ayahnya. Anak juga kehilangan hak — hak pemeliharaan dari ayahnya jika
ayahnya tidak bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Anak dan Istri juga menjadi
bahan cibiran keluarga, masyarakat, serta ruang lingkup sekitar.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Konsekuensi bagi istri, Konsekuensi bagi anak.
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ABSTRACT

SIRI MARRIAGE LAW AND CONSEQUENCES FOR WIFE AND
PREN IN MARPOYAN DAMAL DISTRICT

ing Marriage,
that meets the
And is registered
s not known that
nt recognized by
institution. Here,
pd that occurred in
the author's thesis

with the
there’re u
the State beea
author exa
Marpoyan

IS normati - in the legislation,
namely La ﬂ' 1 C - pilation of Islamic
Law, whileSifie viric 3 s lan v at a reality that
occurred. F esults n interview wit Marpoyan Damai,

. Damai District was
due to facto i e e 1 pafildemic period, being
gh, the authors found
left the wife. The
for the wife and
2quences such as not

: ife under the law, so
that if a proble # , the marriage they go
through does no ,* . ierable to domestic violence.
The wife is not ?é ghof divorce. For children

other factorsyis
existence of

being entitled

other words, the child will los€ ationship with the father. Such as the
absence of the father's name in the child's birth certificate, as well as in state
documents on behalf of the child. Children are also not entitled to inheritance, as well
as a living from their father. The child also loses the rights of care from the father if
the father is not responsible for the family. As well as psychologically the wife and
childrend will also have problems due to the many blasphemy, slander and scorn
received.

Keywords: Siri marriage, Consequences for wife, Consequences for children.



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala

limpahan rahmat dan karuniaNya kepada pegulis, sehingga penulis dapat

Sarjana

penulis

tingginya

RN RNARNSNE

S5
R N\
<
(7]
I
|
=
[
3
cC
>
S
)
2.
B

4. lbu Dr. Desi Apriani SH., MH,selaku Wakil Dekan Il Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. S. Parman, SH., M.H. selaku Wakil Dekan Ill Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

12.

Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, MIS, selaku Kepala Bagian

Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan

Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan

kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan
sampai penulis selesai menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau;

Kepada yang tersayang Papa, Mama, Kak Dinda, Albra dan Dewa, yang

senantiasa mengiringi penulis dengan dengan do’a dan kasih sayang,



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

menyemangati dan mengingatkan penulis, serta merawat penulis dengan

kesabaran, membesarkan dan mengajarkan segala hal baik untuk hidup dan

kehidupan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya,

S.H, Deri Ayu Putri, S.H, Tuti Yensefli Rahmi, S.H. yang banyak
membantu serta memberikan dukungan moral kepada penulis, semoga Allah

membalas kebaikan kalian;



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

18. Sahabatku tersayang, Rita Septianda, A.Md.RMIK, yang selalu ada sejak
penulis SMA sampai sekarang. Terimakasih atas do’amu dan semangatmu

Ummu Ibrahim;

19. Kepada & Pratiwi, S.T, Eticha

‘ ‘ \H\\“ .ag' b Nurul Sintia,

a Bonita Hokianetta
NPM : 161010141




nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

DAFTAR ISI

E. Konsep Operasional .......cccvveeiieiiniiiiiiiiiiiiiiieiiniiieiiiiiieieeinccecnnes 9

F. Metode Penelitian ........cccoeveveieiuinininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniineneenenn 12
Bab I PERKAWINAN DAN PERKAWINAN SIRI

A. Perkawinan Secara UMUM ....ccieieieieieiuiuiuiniiiiriinininininineneeeneneee 15

1. Pengertian dan Dasar Perkawinan ........cccceeeeveeiieieeninesecnscecesnnes 15



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

2. Hukum Melakukan PerKawinan ......ccceeeeeeiiiinneeeeeeenennnnneeeeecnn.

3. Syarat dan Rukun Perkawinam .........ccccevveiiniiniiiniiniiniiiniinncnnnn

4. Tujuan Perkawinan ....ceeveeeiieierineieriniierieiiesinesesasecsasascsnse.

B. Konekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri dan Anak .....................

(I =To [0 0 (U1 =T T ) 1 N




nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

BAB IV PENUTUP




=

Vo d

<7
-
©-

| W
‘o R LT R

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DN disay yepepe jur udwnyoq

BAB |

PENDAHULUAN

selalu eksi ianusia membutuhkar a Mntuk memperoleh

keberlangsungan hi€ : 0 dihasilkan dalam sebuah

perkawinan.

Indonesia sebagai Negara hukum mengakui perkawinan sebagai hak dasar
yang asasi dalam konstitusi sebagaimana yang pada pokoknya Negara mengakui hak

warga negara untuk melangsungkan perkawinan untuk mempertahankan keturunan
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secara turun menurun melalui perkawinan yang sah, sehingga eksistensinya tetap

terjaga, mampu membawa kemaslahatan umat dan seluruh semesta.

Untuk itu dipgklukan sebuah lemabaga pegkawinan sebagai pintu untuk

perkawinan yang

tub di dalam

3 i

ngga aturan itu

dengan apa yang

AN

sebagai sua
masyarakat °Na 1 : #ilimasyarakat dengan

kawin diba : L I dimaks dkah bahwa perkawinan

Negara atau bisa dikatakan tidak mat

Namun satu hal yang pasti bahwa bilamana pernikahan sirri terjadi akan ada
pihak - pihak yang dirugikan, sehingga Negara meng-cover hal tersebut dalam sebuah

aturan perundang - undangan perkawinan di bawah tangan terkadang menjadi hal
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lumrah dengan alasan menghindari perizinan dan perbuatan tercela ditengah
masyarakat. Namun pemerintah melalui badan - badan pemerintahan harus

menanggapi serius masalah tersebut, sehingga terciptanya amanat dari ketentuan

perkawinan.

yang wajif = 3, C3 aﬂ dan isteri harus
melangsun
pejabat ya Jengan pencatatan

g diperlukan oleh

Hal ini bermakna suatu perkawinan sah bilamana suami-isteri melangsungkan
perkawinan menurut keyakinan dan kerohanian berdasarkan KYME. Demikian pula
terhadap sahnya perkawinan menurut aturan hukum, yakni UU Perkawinan pada

Pasal 2 ayat (2) menegaskan :
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Tiap — tiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundang - undangan yang

berlaku.

Norma hukum yangmana berlaku pada aturangdersebut, bermakna perkawinan

itu sah dan _d gL warga masyarakat

€

beraga

-

\’Q\i‘ :
A

muslim.

kepentinga

av2avt N

'Eh“‘
P
-
3

Nomor 22 tahun 1946 jo Un@ang - Undnag Nomor 32 tahun 1954.
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Pasal 6

1) Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah

pengawasand? gawai Pencatat Nikah.

L)
o)
@
S
o
<Y,
~—+
D
—+
Y
Z
P
)
=

Ba

sebagai pe

wauN Yy '

tangan me

pernikahan,

perihal nyata yang

terjadi dima fakta yang tidak

ALRENA

Negara Indonesia.

itu merupakan anak yang lahir da an yang sah di mata hukum

Kedudukan anak juga diatur pada ketentuan hukum perkawinan yang
berlaku.Pada aturan ini menegaskan bahwa anak yang dinyatakan sah terebut hanya
berasal dari perkawinan yang sah dimata negara. Keturunan yang berasal dari

perkawinan yang tak tercatat semata-mata mendapatikatan keperdataan dengan ibu
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beserta keluarganya, sehingga ini juga akan berakibat kerugian bagi keturunan yakni

anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua yakni bapaknya.

Oleh karena pentingnya pernikahan vyapg sah setiap orang perlu

masyarakatJeliSe nga fbaw gall Bagi masyarakat
yang meng aNCa Pé : an | . ap#Sebagai perkawinan
yang tidak pernafifada. SK 2 @ i@hgan menyebabkan

kerugian bagiykelua otL allan yakni keturunan

d perkawinan dibawah tangan telah
melanggar UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2). Bahwa ketentuan itu
mengamanatkan pernikahan itu wajib dicatatkan pada pejabat pengawas perkawinan,
sehingga menurut pandangan penulis bahwa tidak adanya sinkronisasi antara apa

yang termaktub dalam undang - undang dengan apa yang terjadi sebagai fakta
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dilapangan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai keabsahan perakawinan adalah
sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Bagaikan 2 sisi mata uang bahwa perkawinan

dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan agama serta

ada bagian yang
awinan Siri dan

pyan Damai”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentulah mempunyai sebuah tjuan dan keguanaan,

maka tujuan dalam karya ilmiah ini adalah :
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1. Mengetahui kedudukan hukum terhadap perkawinan siri berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Memahami pe i dari perkawinan siri terhadap

Tinjauan pustaka adalah u menemukan serta mendalami materi,
rancangan, serta penyamarataan yang digunakan sebagai dasar teori bagi penelitian.
Dasar teori ini memiliki landasan yang kuat, bukan sekedar pendapat. Selain itu juga
memperkenalkan metode bagaimana mengintrepretasikan hasil penelitian dan

mengkoneksikan dengan hasil penelitian yang pernah ada.
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Pada buku yang berjudul Nikah Siri Apa Untungnya?karangan Happy Susanto
yang menjelaskan mengenai pernikahan siri akan mengakibatkan banyak efek

negative. Dampak menyakitkan persaan dan kedudukan isteri terkhusus dalam faktor

hukum. Banyak id i iri tidak mendapatkan
@ omi dan lain —

perkawinan siri

pencatatan nikah ‘ kekil dalusperihal ini diperkuat oleh

Pasal 7 ayat (1).

E. Konsep Operasioal
Hukum menurut Van Doornialah sebuah rencana yang dirancang untuk
mengatur perilaku manusia, namun manusia justru jatuh di luar rencana yang

dirancang untuk mereka. Hal ini dapat terjadi karena faktor pengalaman, pendidikan,
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tradisi, dan lain - lain yangmana dapat memengaruhi dan menciptakan perilaku
manusia.

Pengertian perkawinan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menurut

aRgibegitu kokoh atau
miitsaaqong an bernilai ibadah

jika umat

Jika ‘ pada ata an@mengani pegertian
perkawinan.
pernikahanya

I. cnmeng AW : bungan hukum antara

ii.  Rien G. Kartasapoetra mengatakan : “perkawinan adalah hubungan hukum
seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi
syarat- syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin”.

iii.  Subekti mengatakan : “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang

laki - laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”

10
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Siri merupakan bahasa Arab yakni Sirr yang artinya ialah diam — diam atau

rahasia.

atau semb

@\ﬁ\\%\\\\%
3

Pasal 330 di K a. Dengan demikian
anak ialah se .‘i enginjak umur legal
sebagai subjek ap 3 ang - undangan yang

berlaku.

Isteri adalah wanita yang melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya.

Wanita yang melakukan pernikahan dengan pria dalam sebuah perkawinanyang mana

kedudukannya sebagai isteri dan pasangannya ialah seorag suami.

11
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F. Metode Penelitian

Dari permasalahan dasar yang telah dijabarkan sebelumnya, susnan metode

penelitian yang akan diterapkanialah sebagai berikut:

penelitian. Bahan

Undang — Undang

pelengkap, memperkuat serta menjelaskan dari bahan hukum utama atau
primer. Bahan hukum yang penulis gunakan yakni hasil penelitian skripsi,
tesis dan disertasi, jurnal, atau majalah ilmiah yang terakreditasi dan

diterbitkan oleh lembaga pendidikana, lembaga pemerintahan atau lembaga

lainnya, buku — buku mengenai materi proposal penulis, yakni mengenai

12
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perkawinan siri serta melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat,

yang merupakan wawancara dan pengamatan.

di

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum
normative, data dapat dijabarkan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif
ialahinformasi data yang berupa kalimat verbal, bukan berupa lambang atau angka.
Data kualitatif diperoleh melalui proses dengan menggunakan teknik analisis

mendalam yangmana tidak secara langsung. Penelitian kualitatif berfokus pada
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prinsip - prinsip umum dibalik kenerja gejala atau pola dalam kehidupan manusia
dengan menganalisis fenomena sosial dan budaya dengan menggunakan budaya

masyarakat yang relevan untuk memperoleh gambaran tentang pola umum yang ada.

macam, ya f da uktif. Me anelitic alah cara berfikir
yang mena
menjadi perfly/a : ) penulis melakukan

metode dedu \ a1 : ey fiki arik kesimpulan dari

bersifat umum.
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BAB 11

rab yakni An -
Al — nikah sendiri

akna bersetubuh,

dalah akad yang

memperbo lehkar ) istnata”™ (persetubtihan) \dene SMpuan yang berstatus

antara wanita dan seorang pria berstatus suami-istri, terutama untuk memenubhi
kenikmatan biologis. Sedangkan pVVAandangan madzhab Maliki, nikah yakni sebuah
pernyataan atas akad yang dijalankan dan ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan

seksual semata. Oleh madzhab Syafi’i, nikah merupakan akad untuk bersetubuh
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dengan menggunakan lafal “inkah” atau tazwij atau dan lain - lain. Dan bagi madzhab

Hanabi, mengartikan nikah seperti akad yang dilaksanakan dengan memakai kata

inkah atau tazwij untuk memperoleh kesenangan.

perikatan.

AR AL NS

timbulnya

+« AN AWN

2\ 3w
c
z
3
D
3
D
>
<
=
-
2.
=4

<
=
=]
[¢]
=
5
o
c
o
=]
o
S
c

wakilnya.

Sedangkan menurut bahasa Indonesia perkawinan memiliki makna yang
serupa. Dimana pengertian perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang
— Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan
adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
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Maha Esa.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan ialah

pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati

perkawinan. Mulai dari pengertian™ hingga perkawinan campuran. Meskipun
demikian, Indonesia rupanya turut mengadopsi perkawinan dari Al-Qur’an dan
hadist, yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sendiri,
perkawinan terdapat pada Buku ke I, yang memiliki 19 bab. Dalam KHI sendiri,

mengatur berbagai macam hal dalam perkawinan. Mulai dari peminangan hingga
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Isteri yang ditinggal mati suami.
Meski demikian, sebelum adanya UU Perkawinan dan KHI, Indonesia telah

mengatur perkawinan pada Undang — Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang

runan melalui

realisasi pe § ernik apat menjad 3 h, haram, makruh,

dan mubah.

untuk tergelincir dalam dosa seperti zina.

Alasan wajibnya seseorang seperti ini wajib melakukan perkawinan
adalah agar menjaga diri dari perbuatan haram seperti zina. Dan bila ia
menganggap menikah adalah satu-satunya jalan baginya untuk menjaga

dirinya, maka perkawinan wajib dilaksanakan. Qa’idah fighiyah
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mengatakan bahwa sesuatu yang mutlak diperlakukan untuk menjalankan
suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib. Atau dengan kata lain, apabila

suatu kewajiban tidak terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula

palan perkawinan yakni

‘ ‘ ‘ \‘\“ .@“ an zina dengan

berdasarkan dari ayat — ayal Al-Qur’an dan hadist — hadist, hukum dasar
pernikahan ialah sunah.

Ulama mazhab Syafi’i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan
adalah mubah. Ulama — ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa

perkawinan wajib dilaksanakan bagi orang yang telah mampu tanpa peduli
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adanya kekhawaitran akan berbuat zina atau tidak bila tidak menikah.

c. Perkawinan yang haram

Al — Qurthubi menjelaskan pula bahwa orang yang mengetahui dirinya
terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan
hubungan dengan calon pasangan harus memberikan informasi

selengkapnya tentang kondisnya tersebut kepada calon istri agar tidak ada

yang merasa ditipu.
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d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan tersebut berhukum makruh bila seseorang mampu

mempelai yang
enikah, tidak ada
pun tidak merasakan

terhadap isteri.

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir
dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan
berbuat jahat terhadap istri. Para ulamadalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum

nikahnya:
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Pendapat pertama, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan pertama,
Allah dan Rasul- Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan

wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi Saw dan para sahabat yang

diia posisi Kita dari

lalu maupun yang

4’ Rasulullah  menolak

larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib. Dalil ini

menjadi dasar larangan tidak menikah bagi umat Islam.

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan

maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya
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dan memeliharanya dengan dengan menikah.
Pendapat Kedua, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan

makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafiiyyah dan orang-orang yang sepakat

dengan pndapat g -f &, bahwa menikah mubah

‘
“'M “!\\“‘ .’a duniawi, yakni

dan manusia sebagaimana dalam fardu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa
perkawinan dalam kondisi normal mandub dan mustahab, tidak benar tuduhan fardu

dan wajib.
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3. Syarat dan Rukun Perkawinan
Rukun ialah suatu hal yang wajib ada serta menetapkan sah atau tidaknya

suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rantaian ibadah tersebut. Sedangkan

Perempuan

e Jelas orangnya
e Dapat dimintai persetujuannya

e Tidak terdapat halangan perkawinan
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. Wali pernikahan, dengan syarat — syarat sebagai berikut :

e Laki— Laki

e Dewasa

e Dewasa

Syarat Perkaiwnan:

a) Islam,

25



nery wejsy sejsIaAm ueeyeisndiog

DN disay yepepe jur udwnyoq

b) Bukan Mahram,

c) Wali nikah,

d) Saksi,

dengan lar@ngé angan o : A BErkawinan karena
perbedaan agaum alfayat 5, yaitu laki —
laki Islam : Ka . N 3 & ahudi dan Nasrani.

Kemudian tidak* 3 dan 24.

Saksi,
f. Mabhar,

g. ljab dan gobul. (Ahmad Azhar Basyir, 2004 : 31)
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4. Tujuan Perkawinan
Dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum : 21 disebutkan

a3 Yl 3 &) Aa3 55858 1K Jans Ll 13RI G5 31 Kl (3 KT G ) (e

Tujuan perkawinan dala aln untuk memenuhi kebutuhan hidup
jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan
memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini,
juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.
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Berdasarkan uraian mengenai pengertian di atas, dapat dijabarkan tujuan dari
perkawinan adalah sebagai berikut :

I.  Melaksanakan ikatan perkawinan antara laki — laki dan perempuan

ami istri dalam

0 aksanakan berdasarkan
akad atau perikatan ’Q . angebersangkutan serta disaksikan 2
orang laki—laki. Dengan pe€ gadentlklah hubungan lahir antara suami

istri dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan sakinah, mawaddah wa
rahmah. Dengan kata lain, pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah

tangga yang tentram dan penuh kasih serta sayang. (Quraish Shihab, 1993 : 253)
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5. Prinsip — Prinsip Perkawinan
KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di Indonesia merupakan

pengemabangan dari Undang - Undang Perkawinan. Oleh karena itu tunduk pada

tujuan yang terkg 1 Kipun ruang lingkupnya

‘ “ﬁ‘“‘ ‘ .@a gut harus dapat

e. Bagi penduduk Timur Asing lainnya serta penduduk Indonesia keturunan
Timur Asing lainnya berlaku aturan dari adat mereka masing - masing.

f. Kitab Undang — Undang Hukum Perdata berlaku bagi penduduk Eropa
serta penduduk Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan

mereka.
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Oleh karena itu, menurut landasan dasar Pancasila dan UUD 1945 serta UU
Perkawinan, selain KHI, prinsip — prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD

1945 juga harus mampu menyesuaikan dengan segala realitas kehidupan yang ada

diajukan 03 J | : i e liki 6 asassebagai
berikut :
. Tuj alyang bahagia dan

al dan material dari

iii. . gl y. Namun, seseorang dapat

suaminya memiliki istri lebih dari 1 orang..
iv.  UU Perkawinan ini memegaskan bahwa calon pasangan suami dan istri
menikah atas dasar kedewasaan jasmani dan rohani, agardapat mewujudkan

dengan benar tujuan perkawinan, tanpa memiliki pemikiran atas perceraian,

untuk memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohaninya.
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v. Untuk memiliki keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU ini
menekankan pada prinsip dipersulitnya proses perceraian.

vi. Hak serta status isteri adalah seimbang dengan suami. Sehingga dengan

akan membawa

yang sah, akan
mengahsilka erkawinan ataupun
setelah perka nan tersebut di atur

dalam Pasal

suami dan istri.
b) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak
Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan
antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak —

anak hasil perkawinan sebaik — baiknya sampai anak — anak menikah atau mandiri,
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dimana kewajiban itu berlangsung terus walaupun perkawinan anak putus akibat
perceraian. Pengaturan selanjutnya mengenai hal ini di atur dalam Pasal 45 sampai

Pasal 49 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Saat keturunan
ng lebih mudah,
karena se ' d ; ulit bila dilakukan

sendirian. Qleh*karena itu, keberlangs pilahnya harus dijaga

a keadaan rumah

tangganya tekg : adl kecuali harus ada

berfungsi dalam suka duka, penolong, dan mengelola kehidupan. (Ali Ahmad Al —
Jurjawi : 281)
Manusia diciptakan dengan mempunyai rasa ghibrah (kecemburuan) untuk

menjaga kehormatan dan kemuliannya. Serta dengan dilaksanakannya perkawinan,
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maka secara tidak langsung hal ini membuat suami maupun istri akan menjaga
pandangan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Jika keutamaaan tersebut dilanggar,

maka aka nada dua bahaya, yaitu melakukan perbuatan tercela dan kebencian diantara

macam ini niscaya akan
» )

Q\&W‘Hﬁ&dﬁﬁﬁm oo ﬁ ngi mereka. Di

ahli waris, g€ an ke 3 gKImungkin memiliki

antara hal
anak dari darg . mengetahui garis
seperti ini tidak

pernikahan akan

Islam menganjurkan dan menggalakkan kawin sebagaimana tersebut karena
berdampak baik pelakunya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu perkawinan
yang mana memebuhi syarat — syarat yang telah ditentukan dapat dikatakan sah, baik

secara agama maupun Negara.

33



nery wesy sejisIdAmu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fup udwnyo(q

B. Perkawinan Siri
1. Pengertian Perkawinan Siri

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata sirri ini.

Arab, yakni rahasia atau

‘ ‘ ‘M““ .a @ pg rahasia atau

dalama pernik ataupun ) *{ﬂ di bin Manshur,
2019:225) '

Istila siri'ate ah dibawat gah berlangsung sejak
asa dulu berbeda

Zaman para

pelaksanaan ikah s ada a,.ini €rkawinan siri yang

sendirinya tidak ada walimatul ‘ursy.

Sedangkan perkawinan siri yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan yang
dilaksanakan oleh wali ataupun wakil wali serta disaksikan oleh para saksi, namun
tidak dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah sebagai aparat Negara.

Ataupun perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), bagi
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masyarakat yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, bagi masyarakat non-
muslim.

Meski demikian, tidak dicatatkannya perkawinan siri tersebut tidak

mengganggu kegak \ ikkahannya berd , 0 Islam, karena hanya

ak dicatatkan dan
at Nikah. Menurut

memakai istilah

sebagaimana diatu ale an 0.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan dipandang tidak
memenuhi Kketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan
dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak

mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak
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tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti
catatan resmi perkawinan yang sah.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemadharatan, Ma’ruf Amin

i, memenuhi sryarat dan

“\“““ .&$ ggan demikian

an kerugian serta
dampak ne mnya perkawinan
siri tidak me I maupun istri dan
anak yang akan tindakan hukum

keperdataan y

hanya mengenal prosedur bahwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang

berwenang. Terhadap perkawinan yang pelaksanaannya diselenggarakan diluar

mekanisme yang telah diatur, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.
Tidak ada perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dalam hukum positif

Indonesia dan termasuk dalam Kitab Undang — Undang Hukum Perdata, istilah ini
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hanya muncul dalam khazanah Islam dan digunakan untuk perkawinan yang
dilakukan secara sembunyi — sembunyi. Perkawinan siri ini atau dikenal juga dengan

perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi

norma — norma 1) UU Nomor 1 Tahun

W ey . _
“‘ Qa awinan seseuaf

siri, tetapi pada“ke 3 K N sema atakan melanggar

kewajiban sgs ] ' 3 a Seeararesmi pada lembaga

Namun jika merujuk Pasal 2 ayat (2) yang mana wajib dilihat sebagai suatu
kesatuan, yang mana memiliki maksud yakni perkawinan adalah sah bila
berdasarkan agama dan kepercayaan dan harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 100

KUHPerdata serta akta perkawinan merupakan suatu bentuk nyata (bukti) terjadinya

stuatu pernikahan.
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Secara khusus ketetapan PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan,

dimana pada Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa tata cara pernikahan harus dilakukan

menurut hukum serta agama masing — masing orang. Pada ayat 3 mengatur bahwa

. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat
Pernikahan seperti ini dilakukan dengan beberapa alasan seperti malu,
takut atau disengaja tidak ada saksi atau mengambilsaksi satu orang
saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan karena ingin memuaskan

hawa nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan —
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ketentuan syari’at.
c. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai syari’at, tapi tidak dicatat ke

lembaga yang berwenang.

i hukum formal atau UU

pasangannya.
dengan beberapa
ampu membayar
elanggar peraturan

menyembunyikan

1974 tentang Perkawinan. (Mohd. Idris Ramulyo : 154).
Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan
syarat pernikahan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Agama maupun Kantor Catatan Sipil (Neng Djubaidah : 76).
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4. Faktor Terjadinya Nikah Siri
Terjadinya perkawinan siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau

realitas sosial dan tentu ada alasan — alasan atau faktor — faktor dari para pelakunya.

Di antara faktor ! S, D ' % i bukunya yakni Hukum

rlarang, misalnya

ikah secara resmi

t banyak dialami oleh pasangan
yang semakin hari semakin dekat,
menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang
melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar
yang mapu mengahalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan

kekhawatiran tejadinya zina.
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Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi
dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa,

disamping khawatir karena terjadi zina , mereka masih kuliah, belum

b _rumah tangga. Status

‘ ‘ !““‘ .’z menghambat

Ketika pers mengulas Derita tersebut, yang terjadi adalah konflik
berkepanjangan dengan istri pertamanya, Halimah bahka dengan
anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah siri haru
dipertanyakan kembali.

Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak
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mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat

wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar.

Lain lagi dengan komunitas jamah tertentu misalnya, yang

dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP.
Disamping alasan biaya, alasan tidak dapat memenuhi persyaratan
administrasi yang sudah di syaratkan UU Perkawinan atau Peraturan

Perundang — Undangan di bawahnya juga menjadi kendalanya.
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10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya
salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk

memperoleh keabsahan pernikahannya.

emua alasan tersebut

génsiunan) sengaja

dikeluarkan dari
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5. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-quran atau hadits tidak mengatur

secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat

undangan, Stpaté : : diSaqon Gholidzon)

perkawinan

pencatatan Kawi an pukt - ng masing-masing
suami-istri
diantara mereka salaf> s ak' bertaagdy ¥ mieka yang lain dapat
melakukan upay@a mpertaha perbleh hak - hak masing -

masing.

berwenang. Hal ini tidak hanya berlaki bagi orang yang beragama Islam saja,
melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun
Budha.Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954

tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU
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No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres
RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah seperti yang telah

resioknya mas jadikan sebagai alternatif. Dikale pasylerakat yang awam

hukum dan ‘ma ) } ; gkinkan Kkarena keterbatasan

tersendiri.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama
mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan - ketentuan
tersebut diatas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang - undangan

memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal yang harus

segera melangsungkan perkawinan
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

akinah, mawaddah
nakan berdasarkan

hukum syari , _ V3 g*Nomor 1 Tahun 1974

nikah sutau perkawinan dapat dibuk gcara sah berdasarkan Negara.
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1. Faktor Perkawinan Siri di kecamatan Marpoyan Damai
Fenomena perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai kebanyakan terjadi

karena berbagai macam alasan, seperti faktor ekonomi, belum cukup umur saat

telah berumur

beberapa 0fang masifi” ticdak : cmacer ya yang dapat
digunakan
kebanyakani®ra lapa 0 e 1’ n benar. Sehingga

membuat Kk

n dan berpendapat
bahwa perk : ersel pakan perkawinag psah saja, asalkan syarat

erupakan agama yang

Berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya resepsi (walimatul ‘ursy) secara
substansinya keduanya lebih didasarkan untuk kemaslahatan.
Menurut penghulu KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Bapak H. Hasmir

mengatakan bahwa perkawinan siri di KUA Marpoyan Damai sendiri tidak pernah

ada dilaksanakan, namun banyak masyarakat yang datang guna melakukan konsultasi
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mengenai masalah perkawinannya, termasuk masyarakat yang melakukan perkawinan
Siri.

Masyarakat sendiri yang melakukan perkawinan siri datang ke KUA dan ingin

membuat buku alembar berisi surat yang

Nl ‘ !Q!ﬁ\“ .? ‘ ang tidak dan

Hasmir te
perkawina
menarik bu
buku nikah

Sela faktor masyarakat

ALY’

memilih me Marpoyan Damai.

Banyak dian

= _<h
B Y
g 2
QD
)
wn
QD
=}
QD
2
QD
>
©
(9]
=
)
2
oD
D
oD

QD
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=
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=
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b) Masa pandemi beberapa tahun ini juga memaksa masyarakat
melakukan perkawinan siri terlebih dahulu. Dikarenakan banyaknya
pegawai pemerintahan termasuk KUA work from home saat masa

covid-19 muncul, membuat masyarakat sulit mendaftarakan

perkawinannya ke Kantor Urusan Agama bagi masyarakat beragama
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Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat
non-muslim.

c) Selanjutnya adalah karena perkawinan terjadi saat umur dari mempelai

melakukan perkawinan.

‘n“ .Q& pesia adalah 16

ng diatur dalam
pakan perubahan
at yang melakukan

19 tahun, maka

Untuk perkawinan siri sendirl, menurut bapak Hasmir, di hukum positif di

Indonesia tidak ada dikenal istilah siri, yang ada hanya perkawinan tercatat dan tidak
tercatat. Dimana perkawinan tidak tercatat hukumnya adalah tidak sah. Namun secara
hukum Islam, hukumnya bisa sah ataupun tidak sah. Sah bila rukun dan syaratnya

terpenuhi, dan tidak sah jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, seperti yang
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menjadi wali nikah bukanlah ayah atau nasab dari sang mempelai wanita atau pihak -

pihak yang diberi wewenang untuk menikahkan.

Setalah peneliti

pelaksanaan g

penelitie

\5‘

perkawing

\ 2

melakuka

tahunan. Bé

No

Nama Pasanga

melakukan penelitian di

1 Sri dan Juna
5 Mr. S dan
Mr. R
3 | Nesadan Ajay
4 Vio
dan Pangihutan
5 Asih dan Wan | 16/10/2021

ecamatan Marpoyan Damai,

‘m\m ‘ ‘ “\.Q'ihm g’a k meringkas hasil

e pelaksanaan
pasangan yang

sampai umur 40

ya membuat akta kelahiran
dan kartu keluarga

anak dan katu keluarga

Sulitnya membuat data
kependudukan

Akta Cerai tidak keluar

Sulitnya membuat akta kelahiran
anak dan kartu keluarga

Berdasarkan Tabel di atas, hasil wawancara mengenai faktor dan akibat dengan pihak

yang terkait melakukan nikah siri dapat dijelaskan sebagai berikut :
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a) Sri (16 tahun) dan Juna (24 tahun)
Sri. merupakan warga kecamatan Marpoyan Damai, sedangkan Juna

merupakan warga kecamatan Bukit Raya. Siska saat ini masih berstatus sebagai siswi

secara Nega

Sete slakukan perkawin: % \ haflls membuat Kkartu
keluarga danimempe! ' | arga Juna kesulitan
untuk mengurdst i nemerinta are ! eminta bukti bahwa

Juna dan Sri telak awina <3 aka dari itu Sri dan

mendekati ibu — ibu yang lain dan masyarakat mengucilkannya karena ia masih kecil
dan menikah di bawah umur. Sehingga sering ia dengar perkataan “masih kecil kok
sudah menikah” sampai fitnah yang menyatakan bahwa Sri sudah hamil duluan dan

sebagainya. (Juna, wawancara, Oktober 16, 2021)
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b) Mrs. S (20 tahun) dan Mr. R (25 tahun).
Untuk pasangan yang melakukan perkawinan siri ini mereka meminta untuk

tidak mengekspos identitasnya. Mereka melakukan perkawinan siri dikarenakan

watt)

gutupi ini, orang tua dari

.a a. Saat Mrs.S

. Sehingga saat

Sehingga

perkawinan gla| dari masyarakat,

banyak cib ja membuat Mrs.S
sempat mengg aby seme : awancara, Oktober

20, 2021)

saling mengenal dan jatuh cinta. NeSa dari awal sudah mengetahui bahwa Ajay
memiliki istri sah. Namun kesalahanya, mereka tetap melanjutkan cinta terlarangnya
semakin larut. Sehingga Nesa meminta Ajay untuk menikahinya secara siri. Hingga

saat ini istri dari Ajay belum mengetahui suaminya memiliki istri lain selain dirinya.
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Selepas perkawinan siri ini, Nesa maupun Ajay paham betul dampak yang
mereka miliki dari perkawinan siri ini, mereka tidak bisa membuat kartu keluarga dan

dalam Akta Kelahiran anak, hanya nama Nesa yang tercantum. Meskipun demikian

esa serta anak hasil

Marpoyan Damai.

Sedangkan Pang N berz au Sumatra. Karena

akhirnya Pangihuta : deing? vina tanpa dihadiri orang
tua Pangihutan.

Dari perkawinan siri ini, vio dan pangihutan sulit untuk membuat data
kependudukan serta Katu Keluarga (KK), serta psikologis akibat menyembunyikan

perkawinan siri dari orang tua Pangihutan mengikuti. (Vio, wawancara, Oktober 2,

2021)
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e) Asih (27 tahun) dan Wan (26 tahun)

Sama dengan kasus pasangan Mrs.S dan Mr.R, Asih dan Wan melakukan

perkawinan siri karenaAkta Cerai Asih dengan suamisterdahulu tidak ada. Asih yang

ditinggal pergi

.
Karena
mantan s inan siri dengan
Wan  seté anak hasil dari

perkawina

walt U G‘

Aki

Kelahiran a

ke KUA. S

a%%9%N

sebagai anak

di laksanakan

\h

‘Qa -
=N
3
<
D
-
o
QD
-}
2
-
QD
g

percaya diri sert

.=
=
c
e

2. Pandangan Ulama

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat, saya selaku penulis juga
melakukan riset terhadap pendapat para ulama serta melakukan wawancara dengan
salah satu imam serta ustadz masjid Iqra’ di lingkungan perumahan pemprov yang

juga "membantu” masyarakat melakukan perkawinan siri ini, berikut hasilnya :
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i.  Komisi Tetap Riset IImiyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia
Bila akad ijab gobul serta syarat nikah terpenuhi serta tidak ada penghalang yang

membatalkan akad tersebut, maka perkawinan ini sah. Namun bila terdapat

saksi dan telah diumumkan, adalah pernikahan yang syar’l dan sah.
Meskipun tidak dicatat di kantor resmi (KUA). (Majmu’ Fatwaa 8/220)
iv.  Ustadz Raehanul Bahraen

Hukum pernikah siri ada 2, sah dan tidak sah. Sah bila sempurna syarat dan

rukunnya, namun berdosa karena tidak patuh akan aturan dari pemerintah. Dan
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tidak sah jika tidak memenuhi rukunnya, seperti bukan wali sah yang menikahkan

sang mempelai wanita dengan mempelai pria (Bahraen, Rachanul. 2018. “Apa Itu

Nikah Siri?”, https://muslim.or.id/32619-apa-itu-nikah-sirri.ntml, diakses pada 21

Vi.

mempersulit kaum muslimin dalam menjalankan hukum — hukum Islam, terlebih

dalam perkawinan. (Jon, wawancara, September 21, 2021)
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B. Konsekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri dan Anak

Permasalahan yang terjadi tentang perkawinan siri yang terjadi adalah sikap

masyarakat itu sendirigyang tidak peduli pada pentiggnya percantatan perkawinan

perfungsi untuk

mewujudki ok Jama A seni apat menghindari

dilangsungk

Ment enulis, pe '- gtélah berlangsungnya
perkawinan ¢ UU No. 1 Tahun

1974 tentang

Tiap — tiappe Apeflindang - undangan yang

berlaku.

Perkawinan siri selalu T serta kewajiban suami serta istri dan
menyeret terhadap munculnya hubungan buruk antara suami dan isteri serta meyeret
terhadap munculnya kehancuran social dalam suatu zaman, dimana manusia berwatak

jujur serta ikhlas semakin sulit ditemui. Selain itu, perkaiwnan siri juga tidak

memiliki kekuatan hukum yang kuat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6
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ayat (2) KHI.
Sebagaimana yang penulis utarakan sebelumnya, perkawinan siri akan

menimbulkan konsekuensi negative bagi para pelaku perkawinan, disini akan penulis

dif akui oleh Negara,
maka Nega anya data autentik
mereka ba intstruksi presiden
nomor 1 ta 991 me ofc enegas : hahwa adanya keabsahan
hukum terhada i dapat dikatakan
sebagai suatUMBe ¢ um™vangma gim dalam Pasal 45

Peraturan Pe : 5 ten 3 Perkawinan.

suami berkewajiban melindungi isterinya serta memberikan segala suatu keperluan
hidup berumah tangga yang mana sesuai dengan penghasilannya suami menanggung
hal — hal berikut, yakni sesuai nafkah,kiswah dan tempat tinggal sang isteri, biaya

berumah tangga, biaya merawat dan pengobatan untuk isteri dan anak serta biaya

pendidkan bagi sang anak. Dengandemikian, jika tidak dapat memenuhi hak — hak
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isteri, maka dikhawatirnkan istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya
sebagai istri dan ibu dengan baik.

Istri dalam perkawinan siri bukanlah merupakan istri sah di mata Negara.

suami tie : ' ‘.\“ﬁ .@

istri terseSebut , : dkukan sah menurut

ah, maka akibatnya bila

iidak mengakui

kawinan tersebut
tidak memi pastian hukum, s ak permasalahan
kekerasan n b umah t Eha alhi yang tidak dapat
melakukan kewdjiban — kewejibannya sebagai l#dyah bagi anak yang

lahir dalam : ina itindak Sewenang — wenang

selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas
nama siapapun. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud adalah perkawinan yang sah
menurut Negara, Sebagaimana perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak
diakui Negara, sehingga dalam perkawinan siri ini tidak dikenal pula adanya harta

bersama atau gono — gini ini.
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Selain itu menjadi masalah jika laki — laki yang menikahinya secara siri secara
mendadak kabur dan istri tidak mengetahui keberadaan sang suami. Maka jika wanita

ingin menikah kembali menjadi sulit karena tidak adanya akta cerai bahkan talak

| sosial, stigma negative

“\'\‘ .,@ L

hubungan ¢
informasi da
lainnya ten

ketentraman

bahagia dan sejahtera, namun untuk mempersatukan keluarga dan membesarkan
keturunan atau anak yang dilahirkan dalam suatu kehidupan berumah tangga.
Dasarnya orangtua memiliki harapan anaknya dapat mewujudkan harapan serta cita-
cita orangtua yang belum terlaksana, dan anak dapat mewarisi harta yang

ditinggalkan orang tuanya saat telah wafat.
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Anak yang terlahir dalam hasil pernikahan siri sebenarnya tidak ada diatur di
perundang - undangan Indoneisa, dalam KUHPerdata menjelaskan ada dua jenis

kedudukan anak, yakni anak sah dan anak di luar kawin. Dalam Undang — Undang

No. 1 Tahun 19 3 jelaskan bahwas o ah anak yang lahir dari
‘ ﬂ yang
Bl L S\ e T

a erkawinan sah,

kandungnyz ilangan hubungan

hukum den a ibu selaku orang
tua dari anal 5 hak — hak perdata
yang meleka A sang ayah. Seperti

warisan, wal ekolah, tidak berhak

akta kelahiran anak ialah adanya akta nikah, dimana orang yang memilkinya adalah
yang mendaftarkan perkawinannya pada saat akad dilangsungkan, dalam arti tidak
melaksanakan perkawinan siri. Bila tidak memiliki buku kawin, maka akta nikah
tidak dapat dikeluarkan karena bukti otentik yang dapat menyatakan anak yang lahir

dalam perkawinan tersebut adalah anak sah dari perkawinan yang telah
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dilangsungkan yang akan membuat anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Dengan kata lain, hak keperdataan yang hilang dari anak adalah :

a) Hubungan Nasab

ata Hukum Islam,

afbrang tuanya, maka

ng dari sang ayah.

masih hidup;

Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan
nasab merupakan salah satu penyebabkewarisan.

e) Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya
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Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila
anak diluar nikah itu kebetulan seorangperempuan dan sudah dewasa

lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak

g, anak juga

memliki limana yang

terdapat g Perlindungan

Anak, ya

2rpartisipasi secara

n, serta mendapat

, dan berekspresi

bimbingan orang

. Hak mendapat perlifé perlakuan:

a) diskriminasi;
b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
¢) penelantaran;

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
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e) ketidakadilan; dan
f) perlakuan salah lainnya;

5. Hak diasuh gleh orang tuanya sendiri.

An bagi suami atau
yang lahir dalam

perkawinan feLs S ayang da orangtuanya dan

dalam hidup, berhak

mendapatkan tumbuh nhe 3. be isipasi  dalam keluarga

dilindungi dari berbagai macam kejahatan serta kekerasan baik dalam keluarga
maupun lingkungan masyarakat, dantidak berhak mendapatkan deskriminasi. la pun
berhak menentukan jalannya sendiri, satu diantaranya ialah hak - hak sipil serta hak

kebebasan.
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Berbagai akibat perkawinan siri sebagaimana di atas mengalami
perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-V111/2010

terhadap Pasal 43 ayat UUP. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum

bagi istri dan ang 0 gdalam perkawin . Berikut hasil Putusan
MK :
1)
Putusan
perubahan
a nya yang semula
hubungan hukum
b. Ada “ dilahirkan di luar
n ayah biologisnya
a anakdengan ibunya
ebelumnya tidak ada.
c. Adanya tanggu .m D as ayah terhadap anak yang

dilahirkan akibat perbuata #SKipun anak itu lahir di luar perkawinan.
Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab

atas anak biologisnya.

Sementara berkaitan dengan wali nikah, ternyata putusan MK tersebut

tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang
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2)

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan
yang sah”. Dengan demikian, maka ayah biologis tidak serta merta dapat

bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk

hukum.Hubungan wali

‘u\“ .oé alitas hukum.

dilahirkan diluar perkaw anya berhubungan secara keperdataan
hanya terhadap ibunya, akan tetapi juga terhadap laki - laki yang terbukti
sebagai ayah biologisnya.

MK berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 harus

dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
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perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai
ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkanilmu pengetahuan dan teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk

hubungan perdata derge & dan keluarga ibunya.

5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (legal custady)

memelihara setiap anak yangdilahirkan dari darahnya.

6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan

darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.
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7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anakpada umumnya.

8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan,

pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan lain sebagainya

-laki.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VI111/2010 memiliki
pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara

RepublikIndonesia, khususnya beberapa aturan materiil yang selama ini dijadikan
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sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama (Satria,tt:
1).

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VI111/2010,

dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara

bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang
dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki selama dapat

dibuktikan bahwa keduanya ada hubungan biologis. “Sehingga, ayat tersebut
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harus dibaca, ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

biologisnya, baik
I tentunya berlaku
pengetahuan dan
bahwa benar anak
laki sebagai ayah

a anak diluar nikah

dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits
shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki
hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Nabi

Muhammad sallahu ‘alaihi wasalam bersabda: “Anak adalah bagi yang
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mempunyai hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat
anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada

ibunya). (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud). Dalam kasus /i ‘an dimana

suami menudu dari segi nasab, tetapi

ibunya : ‘ ‘ ‘“’l“‘ .ea anaknya tidak

sekedar m aki p 8 . dtas anak dengan
bapak hasil¥g a ak : meluas mengenai
hubungan kepgrda a a ana as )G ngan lelaki yang
mengakibatk ! ira me 4 sangat berlebihan,

melampuai : 60SIS2, 'se ta gan dengan ajaran

Q & lelaki yang menyebabkan
LI o

kelahirannya karenahal demik arkan oleh ajaran Islam.

Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama
dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari
segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian,

sudah jelas putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi
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kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara
anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat

menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada

tingkat ekstri g i da 3l lagi lembaga

pabiladikaitkan

SO k)

S RN
=
:

sebagai ang
biologisnya
atas warisa

yang dila

warisan suda : @@} : ri perkawinan.Lalu
tiba-tiba munc 'ﬁ : dawa bukti bahwa dia
juga anak biolot . : epada jual beli harta
<z
warisan, misalnya D€ l‘i]p isalnya suatu waktu dalam
N 1Y

pembuatan Akta Jual Beli, ang anak luar kawin yang menuntut

karena merasa mempunyai hak waris.
Dampak positif putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 terbuka
kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, wali,

waris dan lain sebagainya. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan
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permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak
dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya

teknis tetapi ideologis dalam akidah umat Islam.
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BAB IV

PENUTUP

perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai dan perkawinan ini sah bila syarat

dan rukunnya terpenuhi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan
adanya perkawinan siri, dimana perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak
dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil. Dengan begitu masyarakat telah

melanggar aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Islam pun tidak mengajarkan umat
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muslim untuk “membangkang” kepada aturan pemerintah selagi aturan yang dibuat

tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Perkawing | glilak 0leh Ve enimbulkan beberapa

akan mendapat sanksi sosial darli masuarakat dan mempengaruhi mental dan

psikologis mereka sehingga kesulitan bergaul, khususnya untuk sang anak.
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B. Saran

Setelah diketahui lebih mendalam mengenai perkawinan siri di Marpoyan

Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa saran yang

adtlah dan rahmah,
o
&

(o aparhelakukan pencatatan

harus memenuhi

r oleh agama dan

maupun Undang —

pun di media sosial. Agar
perkawinan dan meninggalkan perkawinan siri. Terutama untuk anak — anak
maupun remaja yang berpotensi melakukan perkawinan siri. Karena penulis
lihat informasi — informasi yang terdapat di pekanbaru, terlebih pada suatu
ruang lingkup kecamatan itu sangat terbatas. Hanya kelompok — kelompok

yang memilki relasi dengan pegawai sipil yang mendapat informasi dengan
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cepat. Sehingga masyarakat biasa kesulitan memperoleh informasi yang
dibutuhkan, khususnya mengenai perkawinan siri. Dengan demikian, tidak

ada lagi yang memilih perkawinan siri sebgai jalan terbaik sebagai jalan
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